
BUPATI CIANJUR 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 
NOMOR b8 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TU HAN JANG MAHA ESA 
BUPATI CIANJJR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022; 
b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pend�1aan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana rogram dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang m yebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

tahun berjalan, dan/keadaan darurat dan keadaan luar 
biasa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023. 

I.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangu an Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 ten tang I Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41,  Tambahan Lembar Negara Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah �omor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi nyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Neg a Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815) ; 

6. Peraturan Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah n 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4725) 
supaya disempumakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lemb an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2017 ten tang Perubahj; Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lemb an Negara Republik Indonesia 

I Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan Pemerintah tmor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tah 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan Dan Evaluasi I Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,mn Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndones a Nomor 6402); 

I 
1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); I 13. Peraturan Presiden Noror 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan 
Jawa Barat Bagian Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215); 15. Peraturan Presiden Nomor 1 1 1  Tahun 2022 tentang 

' Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); I 
16. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan IKemiskinan Ekstrem; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang 
Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 
panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, se� ta.ta Cara perubahan rencana 
pembangunan jangka panjang daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka enengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
Tentang Sistem Infonni1 

i Pemerintahan Daerah (SIPD) 
(Berita Negara Republ' Indonesia Tahu 2019 Nomor 1114 ) ;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tt1 tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 'epublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); I 

21 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatatertentu, Perubahan 
Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 581); I  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

' Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

tentang 
Negara 
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24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunr. dan Keuangan Daerah; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Re]cana Kerja Pemerintah Tahun 2023; 
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang asil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
28. Instruksi Menteri Dal Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengedalian Corona Virus 

' Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi; 29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; I 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 
I 2021 tentang 4 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; I 31.  Peraturan Daerah Provi�i Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana T ta Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lem an Daerah Nomor 262); 32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi 
' Jawa Barat Tahun 2022 Nomor25); 33. Peraturan Daerah Kabu�aten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 st D); 

34. Peraturan Daerah KabuEten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianj r Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D); 
35. Peraturan Daerah Kabuiaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Cianjur Tahun 2012 Nojr 45 Seri C); 
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( 1) 

Menetapkan 

Ketentuan Pasal 2, diubah sebajai berikut: 
BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pa 2 

a. Pendahuluan; b. Evaluasi hasil RKPD sampai 'un berjalan; 
c. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; 
d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 
e. Rencana kerja dan pendanaan daerah; f. Penutup. 1 (2) RKPD sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran sebagai bagian tid terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 32); 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cianjur (Lem1aran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39); 38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belan1a Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022); 

39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 (Berita Da[1

rah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 193). 
MEMUTUS : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIR NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023. Pa I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 193), diubah sebagai berikut 
I. 
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2. Ketentuan Pasal 3, diubah sebar berikut: 
BAB 1 KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP 
Pasal 3 

(!) RKPD bertujuan untuk untuk I mewujudkan sinergitas antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat 
pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. I 

(2) Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman 
. ' pembangunan di daerah tahun 023. 

(3) Fungsi RKPD adalah: 
a. bagi Pemerintah Daerah m rupakan pedoman penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran, Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023; 
b. bagi Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam 

penyusunan rencana kerja rangkat daerah. 

Pa 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku da tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pene patannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 15 Agustus 2023 BUPATI CIANJUR, 
d/cap. 
ERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 2023 �......::: �RAH KABUPATEN CIANJ' 'R, 

• % 
{ ;/ l  

SERITA DAERAH KABUPATEN CIANJ R TAHUN 2023 NOMOR 343 


